GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ &.2 /B.IX/HK/2012

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI

LAMPUNG SELATAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 186 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Selatan  tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan
Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012, perlu dicvaluasi agar tidak
bertentangan dengan Kkepentingan umum, peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

__ ndonesiaNomor4286), ___ ——————



10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400};

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);



12.

13.

14.

16.

17.

18.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedomarn Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah  Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693};

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan  Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai  Wakil Pemerintah di
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5107} sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5209);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5272);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah  diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 3o Tahun 2011;

24, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 316});

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2012 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG
SELATAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2012.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan
Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan
dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung secjak
diterimanva Keputusan ini.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan :

Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil
evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan
Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2012 menjadi Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur,
sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati
Lampung Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 yang
telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan
Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012 disampaikan kepada  Menteri Dalam Negeri dan
Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
17 Cevterber 2012
pada tanggal 17 Cepverser cuic

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHRQHDI

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,;

2. Ketua Badan
Lampung:

Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar

3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
TANGGAL : 17 ~cotenber 2010

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
LAMPUNG SELATAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Prioritas Pembangunan harus sinergi antara kebijakan Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dalam peningkatan pertumbuhan (pro growth),
penciptaan lapangan kerja (pro job), pengurangan kemiskinan (pro
poor) dan perbaikan kualitas lingkungan hidup (pro environment) serta
pengembangan percepatan pengurangan kemiskinan.

2. Dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Kabupaten Lampung Selatan
harus berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jarak
Menengah Nasional (RPJMN]), Rencana Pembangunan Jarak Menengah
Daerah (RPJMD) dan Dokumen Tata Ruang serta dilakukan dengan
memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan
keuangan daerah.

3. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja  Instansi Pemerintah
(LAKIP) 2011 dan Dockumen Penetapan Kinerja (PK) 2012 agar
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan PK dan LAKIP dan
penyampaiannya dilakukan dengan tepat waktu, serta Pemerintah
Kabupaten Lampung Selatan wajib menetapkan Indikator Kinerja
Utama yang selaras Rencana Strategis /Rencana Pembangunan Jarak
Menengah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pembinaan
Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
dilingkungan Instansi Pemerintah.

4. Dalam penganggaran kegiatan pembangunan fisik pada Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD agar dihindari dan apabila
dianggarkan agar dicermati waktu yang tersedia, sehingga dapat di
selesaikan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2012 sesuai
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 155 (6).

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebelum
perubahan sebesar Rp.1.027.170.360.971,68,- bertambah sebesar
Rp.71.146.851.436,78. - sehingga berjumlah sebesar
Rp.1.098.317.212.408.46,-

Pendapatan Daerah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah

sebesar Rp.64.981.609.675,- Dana Perimbangan sebesar
Rp.858.239.723.977,46,- , Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
sebesar Rp.175.095.878.756,-. Berdasarkan  target  tersebut

Pemerintah  Kabupaten Lampung Selatan harus melakukan
intensifikasi dan eKstensifikasi Pendapatan dengan berpedoman
pada peraturan peruncdang-undangan.



2. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar menganggarkan

Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Provinsi Lampung sebesar
Rp.7.500.000.000,-(tujuh  milyar lima ratus juta rupiah) pada
pendapatan dan ditata pada program dan kegiatan pembangunan
infrastruktur di perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.

[lI. BELANJA DAERAH

1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Anggaran Belanja Pegawai sebelum perubahan APBD sebesar
Rp.570.929.404.816,- bertambah sebesar Rp.35.226.830.075,-
sehingga berjumlah Rp.606.156.234.891 -

Dalam perencanaan pengalokasian anggaran belanja pegawai agar
dihitung secara cermat sehingga anggaran belanja yang bersifat wajib
dan mengikat tidak terdapat permasalahan dalam ketersediaan
anggaran serta mercalisasikan gaji pada masing-masing SKPD.

BELANJA LANGSUNG

a. Kabupaten Lampung Selatan agar menganggarkan belanja untuk
Kegiatan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 354 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

b. Dalam rangka pengalihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota paling lambat 1 Januari 2014, agar
Pemerintah  Kabupaten Lampung Selatan memprioritaskan
penganggaran untuk program dan kegiatan pengalihan dimaksud.

c. Penganggaran Belanja Barang Pakai Habis disesuaikan dengan
kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi SKPD, mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume
pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang.

d. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar menganggarkan
Kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) pada SKPD yang
menangani Hubungan Masyarakat.

e. Penganggaran Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
pada Perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun
Anggaran 2012 sebesar Rp.3.530.650.000,- agar dilakukan setelah
mendapat Persetujuan Gubernur dan apabila disetujui agar
berpedoman Kkepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.

f. Penyediaan Anggaran di Dinas Pendidikan.

a. Kegiatan Pengadaan Meubellair {(23.08) sebesar Rp.600.000.000,-
vang dianggarkan pada Belanja Modal Pengadaan Meubelair
(5.2.3.13.10) sebesar Rp.600.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas ditata kembali dan
dirinci dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam



Negert Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.

b. Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru, unit Gedung Baru
dan Pengadaan Meubellair (25.01) sebesar Rp.3.143.000.000,-
terdapat uraian Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
(5.2.3.26.17) sebesar Rp.2.709.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas ditata kembali
disesuaikan dengan output kegiatan.

Penyediaan Anggaran di Rumah Sakit Umum Daerah Kalinda
Kegiatan Persiapan Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah
(BLU) RSUD Kalianda (36.01) sebesar Rp.141.720.000,- terdapat
uraian :

- Belanja Bimbingan Teknis (5.2.1.05.03) sebesar Rp.111.720.000,-
- Belanja Jasa Audit (5.2.2.21.06) sebesar Rp. 30.000.000,-

Agar wurailan Belanja Jasa Audit sebesar Rp.30.000.000,- ditata
dalam kegiatan tersendiri dan judul kegiatan tersebut diatas diubah
menjadi Kegiatan Bimbingan Teknis dalam rangka Persiapan
Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD
Kalianda.

. Penyediaan Anggaran di Dinas Pekerjaan Umum

1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
(02.28) sebesar Rp.150.249.951,- yang dianggarkan pada
Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor (5.2.2.32.07)
sebesar Rp.150.249.951,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas ditata kembali
disesuaikan dengan judul kegiatan.

2) Kegiatan Pengelolaan Sungai dan Irigasi (24.28) sebesar
Rp.6.356.285.000,- terdapat uraian Belanja Modal Pengadaan
konstruksi jaringan Air (5.2.3.23.11) sebesar Rp.6.250.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas ditata kembali

disesuaikan dengan judul kegiatan.
3) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) (30.02)

semula sebesar Rp.10.200.000,- bertambah sebesar

Rp.189.800.000.- sehingga berjumlah sebesar Rp.200.000.000,-

dengan uraian ;
Honorarium PNS (panitia Pelaksana Kegiatan) (5.2.1.01.01)
sebesar Rp.109.050.000,-

- Belanja Sosialisasi (5.2.1.05.02) sebesar Rp.9.500.000,-

- Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer (5.2.2.01.09)
sebesar Rp.950.000,-

- Belanja makan dan minum (5.2.2.11.05) scbesar
Rp.8.800.000,-

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah (5.2.2.15.01) sebesar
Rp.55.600.0060,-

- Belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar
Rp.16.100.000,-

Agar judul kegiatan tersebut diatas ditata kembali disesuaikan

dengan output kegiatan.



4) Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan (01.37) semula

sebesar Rp.16.749.150.559,- bertambah sebesar
Rp.7.485.578.000,- sehingga berjumlah sebesar
Rp.24.234.728.559,-

o) Kegiatan Pembangunan Jalan (37.04) sebesar

Rp.7.502.820.000,-

6) Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan (D) (37.05) sebesar
Rp.14.218.120.000,-

Agar kegiatan angka 4 sampai dengan angka 6 tersebut
mencantumkan panjang jalan, lokasi kegiatan.

7) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur (42.01)
semula sebesar Rp.15.491.810.559,- bertambah sebesar
Rp.5.713.716.000,- menjadi sebesar Rp.21.205.526.559,-
terdapat uraian belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
(5.2.3.26.17) sebesar Rp.19.655.635.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas ditata kembali
disesuaikan dengan judul kegiatan.

8) Kegiatan Pembangunan Prasarana sanitasi dan permukiman
(42.02) sebesar Rp.2.046.195.000,- terdapat uraian Belanja
modal Bangunan Gedung Tempat Kerja (5.2.3.26.17) sebesar
Rp.1.675.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas ditata kembali

disesuaikan dengan judul kegiatan.

i. Penyediaan Anggaran di Badan Perencanaan dan Pembangunan

Daerah
1) Kegiatan Sosialisasi Perencanaan Pembangunan (0121.28)
sebesar Rp.149.050.000,- terdapat uraian Belanja modal

Pengadaan komputer note book (5.2.3.12.03) sebesar
Rp.17.000.00G,-
2) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial dan Budaya
(0123.08) Rp.10C.000.000,- terdapat penataan belanja ;
Belanja modal pengadaan printer (5.2.3.12.04) sebesar
Rp.1.210.000,-

- Belanja modal pengadaan kamera (5.2.3.16.01) sebesar
Rp.4.550.000,-

3) Kegiatan Pembuatan Media Informasi Pembangunan Daerah
(0127.02) semula sebesar Rp.422.785.000,- bertambah sebesar
Rp.71.790.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.494.575.000,-
terdapat uraian Belanja modal alat pendingin (5.2.3.10.15)
sebesar Rp.4.500.000,-

Agar uraian belanja kegiatan angka 1 sampai dengan angka 3
ditata dalam Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor pada SKPD
yang bersangkutan.

Penyediaan Anggaran di Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan

Informatika

Kegiatan Pengkajian Pengembangan Sistem Informasi (0115.06)

sebesar Rp.165.000.000,- terdapat uraian Belanja Modal Papan

Reklame/Iklan (5.2.3.35.01) sebesar Rp.165.000.000,-


http:Rp.1.675.000.000

Agar judul kegiatan tersebut diatas ditata kembali disesuaikan
dengan output kegiatan.

k. Penyediaan Anggaran di Sekretariat Daerah
1) Kegiatan  Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah,

1)

Advetorial, Penayangan Media Elektonik (01..31) semula sebesar
Rp.3.395.018.000,-  bertambah  sebesar Rp.553.248.000,-
menjadi sebesar Rp.3.948.266.000,- terdapat Uraian Belanja
Surat  Kabar/Majalah (5.2.2.03.05) semula sebesar
Rp.2.680.240.000,- bertambah sebesar Rp.367.460.000,-
menjadi sebesar Rp.3.047.700.000,-

Agar pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara efisien
dan efektif.
Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (36.25) sebesar

Rp.200.000.000,-

Agar judul kegiatan tersebut diatas ditata kembali disesuaikan
dengan output kegiatan.

Penyediaan Anggaran di Sekretariat DPRD

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
(01..18) semula sebesar Rp.2.995.950.000,- bertambah sebesar

Rp.335.000.000,- sehingga berjumlah sebesar
Rp.3.330.950.000,-

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal (05..01) semula
sebesar Rp.1.107.824.000,- bertambah sebesar
Rp.1.414.824.000,- sehingga berjumlah sebesar
Rp.2.522.648.000,- tedapat uraian Belanja Kursus-kursus
singkat/pelatihan (5.2.1.05.01) semula sebesar

Rp.1.107.824.000,- bertambah sebesar Rp.1.409.184.000,-
sehingga berjumlah sebesar Rp.2.517.008.000,-

Agar uraian belanja kegiatan angka 1 dan 2 tersebut diatas
dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi
serta memperhatikan  target kinerja dari Perjalanan Dinas
dimaksud sehingga relevansi dengan substansi kebijakan

pemerintah daerah.
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (01.13)

semula sebesar Rp.501.477.500 bertambah sebesar
Rp.256.750.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.758.227.500,-
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (02.09) semula
sebesar Rp.1.199.400.000,- bertambah sebesar
Rp.132.687.000,- sehingga berjumlah sebesar
Rp.1.332.087.000,-

Agar uraian belanja kegiatan angka 3 dan 4 tersebut diatas

dalam pelaksanaannya mempertimbangkan skala prioritas dan
dilakukan efisiensi.

m. Penyediaan Anggaran di Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan

Latihan
Kegiatan  Seleksi Penerimaan CPNS (52.02) semula sebesar
Rp.575.000.000,- bertambah sebesar Rp.175.000.000,- menjadi

sebesar Rp.750.000.000,-



Memperhatikan Moratorium Bersama antara Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri
Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-
RB/8/2011, Nomor 800-632 Tahun 2011, Nomor
141/PMK.01/2011 Tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penundaan
Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil maka kegiatan
tersebut diatas tidak diperkenankan dan belanja kegiatan
tersebut dialihkan Diklat Prajabatan atau Diklat Pimpinan pada
SKPD yang bersangkutan.

. Penyediaan Anggaran di Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten

Korpri Lampung Selatan

Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI (03.04) sebesar

Rp.300.000.000,- terdapat uraian :

- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (5.2.1.02.01)
sebesar Rp.1.600.000,-

- Belanja Bahan yang berkaitan dengan Komputer (5.2.2.01.09)
sebesar Rp.400.000,-

- Belanja Spanduk (5.2.2.01.17) sebesar Rp.500.000,-

- Belanja sewa Gedung/Kantor/Tempat (5.2.2.07.02) sebesar
Rp.700.000,-

- Belanja Sewa Alat-alat Studio dan Komunikasi (5.2.2.18.02)
sebesar Rp.€00.000,-
- Belanja Jasa Dokumentasi 5.2.2.20.02) sebesar Rp.1.500.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas ditata kembali
disesuaikan dengan judul kegiatan.

Penyediaan Anggaran di Dinas Perkebunan

Kegiatan Peningkatan Kualitas Tembakau Virginia sebagai bahan
baku di Kabupaten Lampung Selatan (19.30) sebesar
Rp.164.330.000,- terdapat uraian Belanja Modal Komputer dan
Printer (5.2.3) sebesar Rp.15.0060.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas dialihkan dan ditata
pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor pada SKPD yang
bersangkutan.

Penyediaan Anggaran di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Kegiatan Perekat Adat Budaya Lampung Sclatan (15.60) sebesar
Rp.599.000.000,- terdapat uraian Belanja Jasa Pihak Ketiga -
Pelaksana Kegiaran (5.2.2.21.13) sebesar Rp.373.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas ditata kembali
disesuaikan dengan output kegiatan.

GUBERNUR LAMPUNG,
J

SJACH






